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BUPATI MUARA ENIM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM

NOMOR 32 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

—

BUPATI MUARA ENIM,

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal
164 ayat (2), pergeseran anggaran antar obyek belanja
dan/ atau antar rincian obyek belanja dilakukan melalui
Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2024;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11
Peraturan Daerah Nomor Tahun 2024 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024 perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2024;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 1821);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6757);
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
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Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
112);

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2023 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019
tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati
dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 902), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019
Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 616);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 630);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
71:5);

Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum
Nomor 0195.1/PR.03.00/K1/01/2022 tentang Standar
Kebutuhan Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur,
Bupati dan Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 543 Tahun
2022 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan
Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium
Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota;

Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor
673/KPTS/BAN.KBP/2023 tentang Komponen
Pendanaan Bersama Antara Pemerintah Provinsi

Sumatera Selatan dan Pemerintah Kabupaten/Kota
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dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024
di Provinsi Sumatera Selatan;

29. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara
Enim Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Muara Enim Tahun 2008 Nomor 8);

30. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara
Enim Tahun 2024 Nomor 2);

31. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun
2021 Nomor 14);

32. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana
Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun
2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim
Tahun 2023 Nomor 4);

33. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2024 tentang
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
2024 (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024
Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Muara Enim.



5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan

pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah
1. Semula Rp.3.094.586.933.590,00
2. Bertambah Rp. 603.110.568.325,00

Jumlah Pendapatan Daerah

Setelah Perubahan Rp.3.697.697.501.915,00

b. Belanja Daerah
1. Semula Rp.3.228.308.417.458,00
2. Bertambah Rp.1.123.410.854.538,21

Jumlah Belanja Daerah

Setelah Perubahan Rp. 4.351.719.271.996,21

Defisit Setelah Perubahan Rp. (654.021.770.081,21)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan
(@) Semula  Rp. 140.000.000.000,00
(b) Bertambah Rp. 520.300.286.213,21

Jumlah Penerimaan Pembiayaan

Setelah Perubahan Rp.

2. Pengeluaran Pembiayaan
(@) Semula Rp. 6.278.516.132,00
(b) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Setelah Perubahan Rp.

660.300.286.213,21

6.278.516.132,00
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Jumlah Pembiayaan Netto

Setelah Perubahan Rp. 654.021.770.081,21

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 4

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati Kabupaten Muara Enim ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang
Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis,
Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;

2. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis,
Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;

3. Lampiran Ill.a Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran
Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima
serta SKPD Pemberi Hibah;

4. Lampiran III.b Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran
Alokasi Hibah Berupa Barang yang Diterima
serta SKPD Pemberi Hibah;

58 Lampiran IV.a Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran
Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang
Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan
Sosial;

6. Lampiran IV.b Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran
Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang yang
Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan
Sosial;

7. Lampiran V.a  Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran
Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum
yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan

Keuangan;
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Lampiran VIl.a

Lampiran VI.b

Lampiran VI.c

Lampiran VII

Lampiran VIII
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Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran
Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Khusus
yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan

Keuangan;

Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada

Pemerintah Kabupaten;
Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada

Pemerintah Kota;

Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada

Pemerintah Desa;

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub
Rincian Objek Pendapatan;

Rincian Dana Tambahan Infrastruktur
Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian

Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan.

Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam

peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen

pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan.
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Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim

pada tanggal 8 Oktober 2024

Pj. BUPATI MUARA ENIM,

dto.

HENKY PUTRAWAN

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 8 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

dto.

YULIUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024 NOMOR 32
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